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ABSTRAK

Atiya Amertha Putri Lesmana 201510115189, Tindak Pidana Kekerasaan Yang
Dilakukan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Warga Sipil (Studi Kasus Putusan
Nomor: 69/Pid.B/2020 /PN.Tmt)”, Jumlah 80 halaman, 2021.

Kewenangan dinas perhubungan memiliki kewenangan untuk mengecek perizinan
beroprasi khusus nya transportasi angkutan barang adanya suatu permasalahan
contoh pada saat petugas menanyakan izin KIR dan korban yang mengendari
mobil pick up yang tidak membawa kir nya sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas lantas korban marah-marah kepada
petugas dinas perhubungan dan petugas tidak sengaja mendorong korban hingga
terjatuh, permasalahan tersebut ialah Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor:
69/Pid.B/2020/PN.Tmt. Pada karya ilmiah ini yang akan di bahas adalah
pemeriksaan perkara Pidana pada Putusan Nomor: 69/Pid.B/2020/PN.Tmt), yang
dimana Kewenangan oleh dinas perhubungan yang melakukan tindak pidana
penganiyaan.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode
penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data
sekunder.

Kesimpulan Penelitian ini adalah terdakwa atas nama Rifaldi Djatuni Alias Faldi
yang seharusnya bebas karena terdakwa yang sedang menjalankan tugasnya tanpa
sengaja mendorong korban hingga terjatuh sesuai yang berdasarkan pada Pasal
352 KHUP dalam Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor:
69/Pid.B/2020/PN.Tmt.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kewenangan Pemerintah terkait Lalu Lintas, Asas
Legalitas, Tindak Pidana.
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ABSTRACT

Atiya Amertha Putri Lesmana 201510115189, Application of the Authority of
the Department of Transportation Related to the Crime of Persecution (Case
Study Decision Number: 69 /Pid.B /2020 /PN .Tmt), Total 80 pages, 2021.

The authority of the transportation agency has the authority to check operating
permits, especially for transportation of goods, there is a problem, for example
when officers ask for KIR permits and victims who drive a pick-up car that do not
carry their kir in accordance with Law Number 22 of 2009 concerning Traffic
then victims angry at the transportation service officer and the officer
accidentally pushed the victim to fall, the problem was the Tilamuta District
Court Decision Number: 69/Pid.B/2020 /PN.Tmt. In this scientific work that will
be discussed is the examination of criminal cases in Decision Number: 69 / Pid.B
/ 2020 / PN.Tmt), which is the authority by the transportation service that
commits the crime of abuse.

In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical
research method is a literature study of secondary data.

The conclusion of this research is that the defendant Rifaldi Djatuni Alias
  Faldi should be free because the defendant who was carrying out his duties
accidentally pushed the victim to fall according to Article 352 KHUP in the
Tilamuta District Court Decision Number: 69/Pid.B /2020/PN. Tmt.

Keywords: Legal Certainty, Government Authority related to Traffic, Legality
Principles, Crime.
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